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Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Kewajiban Kepolisian Negara 
Republik Indonesia mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 
terpeliharanya keamanan, ketertiban di masyarakat dan tegaknya hukum. Semakin 
maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di minimarket maka Polri wajib 
melakukan upaya-upaya pencegahan agar terciptanya situasi aman dan tertib 
dimasyarakat. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui apa saja upaya 
dan kendala Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di 
minimarket di wilayah hukum Polres Malang. Penelitian ini merupakan penelitian 
empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian, 
seluruh data yang ada diolah secara deskriptif kualitatif. Terdapat beberapa hambatan 
yang dihadapi yaitu berasal dari Polri sendiri maupun dari masyarakatnya. Upaya 
yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut berdasarkan faktor internal 
dari dalam Polri serta faktor eksternal dari luar Polri yakni pelaku usaha minimarket 
dan konsumen. 
 







Indonesia is a state based on law. Obligations of the Indonesian National Police to 
realize internal security which includes the maintenance of security, order and the 
rule of law in society. The rise of the crime of theft with violence in the minimarket, 
the Police shall make efforts to prevent the creation of a safe and orderly situation in 
the community. The purpose of writing this article is to find out what are the efforts 
and obstacles the police in tackling the crime of theft with violence in the minimarket 
in the jurisdiction of Police Malang. This research is an empirical study using 
sociological juridical approach. Then, all the data that is processed by descriptive 
qualitative. There are several obstacles faced is coming from the police themselves 
and of society. Efforts are being made to overcome these obstacles by internal factors 
of the Police as well as external factors outside the police minimarket business 
operators and consumers. 
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A. PENDAHULUAN 
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) 
dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat)1. Indonesia menerima 
hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan 
bagi warga negaranya. 
                                                          
1C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cetakan ke-8, Balai 
Pusataka, Jakarta,1898, hlm 346. 
3 
 
  Sesuai tugas pokok Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-
undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
berbunyi2: 
“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,menegakkan hukum 
dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat.” 
  Berdasarkan hasil penelitian di Polres Malang yang merupakan bagian dari 
Polri, diharapkan mampu untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan dan 
pengungkapan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Indomart 
dan Alfamart di wilayah hukum Polres Malang. Maraknya kasus pencurian dengan 
kekerasan di Kabupaten Malang Kepolisian Resort Malang dan Polsek dijajaran 
Polres Malang diharapkan mampu untuk menanggulangi dan mengungkap perkara 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap minimarket baik Indomaret dan 
Alfamartyang semakin merajalela diwilayah hukum Polres Malang. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan 
masalah yang dapat dipecahkan dalam penelitian ini adalah : 
1. Apa saja upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan di minimarket wilayah hukum Polres Malang ? 
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian 




                                                          
2 Pasal 13 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 




C. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
   Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris3. 
Penelitian empiris merupakan penelitian yang memakai sumber data primer. Data 
yang diperoleh berasal dari observasi serta difokuskan pada suatu aturan hukum yang 
dihubungkan dengan kenyataan di lapangan. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris karena dalam latar 
belakang dibutuhkan suatu observasi tentang upaya penanggulangan tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan di minimarket yaitu dengan menganalisis terhadap 
upaya-upaya serta kendala dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan di minimarket oleh petugas Polri telah berjalan sesuai prosedur. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dimana 
pendekatan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemberlakuan hukum terhadap 
masyarakat, dalam hal ini pemberlakuan hukum terkait upaya penanggulangan tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan di minimarket.  
3. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang ditetapkan atau dipilih oleh penulis dalam rangka 
penulisan skripsi ini adalah di Unit Reskrim Polres Malang. Alasan pemilihan lokasi 
pada penilitian ini dikarenakan di Kabupaten Malang pencurian dengan kekerasan 
yang terjadi di minimarket cukup tinggi sehingga menimbulkan keresahan di 
masyarakat. Seperti pada tahun 2013 terdapat 8 kasus dan tahun 2014 sebanyak 21 
kasus.4 
 
                                                          
3Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 15 
4 Hasil Wawancara Prasurvey dengan Aiptu Ifan Eko Pramono Pada Hari Selasa tanggal 24 
Februari 2015 pukul 10.15 WIB  
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4. Jenis Data dan Sumber Data 
Data primer ini diperoleh dari responden yang berkompeten, dalam hal ini 
adalah dengan cara wawancara dengan anggota Polres Malang yang pernah 
menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di minimarket. Data 
sekunder adalah data-data atau masukan-masukan sekitar masalah obyek yang 
disoroti melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan masalah yang hendak dibahas.5 
 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara atau interview, melalui 
proses pengambilan data dengan meminta keterangan atau tanya jawab dengan 
responden  atau petugas yang berwenang dengan menguasai perihal data yang akan 
dibahas. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah penyidik yang pernah 
menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di minimarket yang pernah 
memberikan bantuan hukum. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari pusat 
kantor Polres Malang mengenai permasalahan diatas. 
6. Populasi dan Sampel 
1) Populasi atau universe adalah seluruh objek atau seluruh individu atau 
seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti.  Dalam 
penelitian populasi yang akan meliputi anggota Polri yang bertugas di 
Polres Malang. 
2) Sampel adalah proses dalam memilih suatu bagian yang lebih kecil dari 
sebuah populasi. Sampel ditentukan berdasarkan teknik sampling. Teknik 
sampling adalah cara penentuan sampel baik random maupun non 
random. Sampel dalam penelitian ini didasarkan pada penyidik yang 
pernah menangani kasus pencuria dengan kekerasan di minimarket. 
Teknik penentuan sampel yang dilakukan penulis dengan cara purposive 
                                                          
5 Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalis, Jakarta, 1983, hlm 24. 
6 
 
sampling yaitu cara pengambilan responden yang didasarkan pada 
pemahaman dan keterkaitan dengan permasalahan penelitian antara lain: 
Kepala Unit III Polres Malang : 
1. Aiptu Ifan Eko Pramono 
        Anggota Unit Opsnal Polres Malang : 
2. Aiptu M Anwar  
3. Briptu Jefrino L 
4. Bripka Joko Trilaksono SH 
 
7. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan mempergunakan teknik 
pengolahan data secara deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan 
permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya 
menguraikan data dalam secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, 
logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan 
interpretasi data.6 Selanjutnya dari hasil pengolahan dan analisis penulisan kemudian 
dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan 
sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti untuk dapat memberikan 
rumusan-rumusan dan pengertian-pengertian terhadap data yang diperoleh dari 
penelitian lapangan maupun kepustakaan. 
 
D. PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Malang 
Kepolisian Resort Malang dari aspek Geografisnya adalah bagian dari 
Kepolisian Daerah Jawa Timur, merupakan satuan kerja kewilayahan yang terletak di 
                                                          
6Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2004, hlm 172. 
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Jln A. Yani 01 Kepanjen yang dipimpin oleh seorang Kapolres bernama AKBP Aris 
Hariyanto, Sik, M.Hum. Luas wilayah hukum sekitar  3,534 km2, satuan kerja 
wilayah Polres malang dibantu dengan adanya polsek sebanyak 30 polsek yang 
tersebar di seluruh kabupaten Malang. Adapun batas-batas wilayah kerja Polres 
Malang adalah  sebagai berikut : 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Pasuruan; 
2. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Samudera Hindia; 
3. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah kabupaten Probolinggo dan 
Lumajang; 
4. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah kabupaten Blitar dan Kediri. 
Melihat dari aspek demografi jumlah penduduk kabupaten Malang tersebut 
dibandingkan dengan kekuatan personil Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi kepolisian sangatlah kekurangan personil, dimana secara umum dan standar 
pelayanan Polri secara Internasional adalah 1 : 400 artinya 1 orang polisi memberikan 
pelayanan kepada 400 jiwa penduduk, melihat kondisi riil tersebut yang ada saat ini 
adalah 1 : 2,500 artinya 1 orang Polri harus memberikan pelayanan kepada 2500 jiwa 
penduduk. 
B. Struktur Organisasi Polres Malang 
Struktur organisasi Polres Malang di pimpin oleh seorang Kapolres 
berpangkat AKBP dan di bantu seorang Wakapolres berpangkat Kompol, keduanya 
merupakan unsur pimpinan. Untuk melaksanakan tugas pimpinan dan pengelolaan 
organisasi unsur pimpinan dibantu oleh unsur pengawasan yaitu Siwas dan Si 
Propam, serta di bantu unsur pembantu staf pimpinan yaitu Sikeu (seksi keuangan) 
dan Sium (seksi umum). Kemudian adanya unsur pembantu staf pelaksanaan yaitu 
pembinaan Bagsumda (bagian sumber daya), Perencanaan Bagren (Bagian 
perencanaan) dan operasional yaitu Bagops (bagian operasional). Kapolres juga 
dibantu staf pelaksana tugas operasional yaitu Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat 
Sabhara, Sat Lantas, Sat Narkoba dan Sat Binmas, serta di bantu pelaksana 
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operasional Polsek polsek dan Polair. Tugas Kapolres dibantu unsur pelaksana tugas 
pokok dalam pelayanan yaitu SPKT (Sentra pelayanan Kepolisian Terpadu).7 
Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU No 2 tahun 2002 
implementasinya dilakukan oleh satuan operasional yaitu Sat Intelkam, Sat Reskrim, 
Sat Sabhara, Sat Lantas, sat Narkoba dan Sat Binmas, serta untuk mendekatkan 
pelayanan dalam membantu tugas pokok tersebut di bantu sub satuan kerja yaitu 
Polsek dan Polair. Tugas operasional kepolisian yang diemban Polri dilakukan 
dengan pola tugas yang pertama Preemtip (meniadakan sumber timbulnya gangguan 
kamtibmas) dilakukan oleh fungsi tehnis satuan Intelkam dan Binmas, yang kedua 
Preventif (mencegah potensi gangguan nyata kamtibmas) yang dilaksanakan oleh 
fungsi tehnis satuan Sabhara dan satuan Lalu lintas, serta yang ketiga Represif 
(penindakan atau penegakan terhadap gangguan nyata kamtibmas) yang dilakukan 
oleh fungsi tehnis satuan Reskrim dan Reskoba. 
C. Struktur Organisasi Satuan Reskrim Polres Malang 
Struktur organisasi satuan reserse kriminal Polres Malang di pimpin oleh 
seorang Kepala satuan / Kasat dan dibantu oleh pembantu pelaksana tugas Kasat 
yaitu KBO (Kaur Bin Opsnal). Setiap satuan Reserse dipimpin oleh Kanit Serse yang 
bertanggung jawab secara langsung atas kinerja tugas anggotanya dibawah 
kepemimpinan Kasat Serse, sedangkan Kasat Serse bertanggung jawab kepada 
Kapolres. Adapun bagian unit satuan Reskrim Polres Malang sebagai berikut : 
1. Unit Sidik I 
Unit Tipidum (tindak pidana umum) khusus menangani kejahatan konvensional 




                                                          
7 Hasil Wawancara dengan Aiptu Ifan Eko Pramono pada Hari Senin tanggal 29 Maret 2015, 
Pukul 09.25 WIB. 
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2. Unit Sidik II 
Unit Tipidek (tindak pidana ekonomi) khusus menangani kejahatan seperti yang 
berkaitan dengan ekonomi negara, galian pertambangan, bahan bakar minyak 
(BBM), Ilegal Loging. 
3. Unit Sidik III 
Unit Tipiter (tindak pidana tertentu) khusus menangani kejahatan yang 
berkaitan dengan perlindungan konsumen, HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), 
lingkungan hidup. selain menangani tindak pidana tertentu unit III ditugaskan 
untuk membantu unit I yang berkaitan dengan tindak pidana umum. 
4. Unit Sidik IV 
Unit Pidsus (tindak pidana khusus) menangani kejahatan yang berkaitan dengan 
tindak pidana korupsi. 
5. Unit Sidik PPA 
Unit PPA (perlindungan perempuan dan anak) memiliki wewenang khusus 
untuk menangani kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak, seperti 
KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang korbannya terjadi pada 
perempuan dan anak. 
6. Unit Opsnal  
Unit operasional bertugas di lapangan guna melakukan penyelidikan, 
penggeledahan, dan penangkapan. 
 
D. Realita Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Minimarket 
di Wilayah Hukum Polres Malang. 
Menurut hasil wawancara dengan petugas dari Reskrim Polres Malang 
berdasarkan data yang dilaporkan kejadian pencurian kekerasan terhadap minimarket 
Alfamart dan Indomart pada tahun 2013 sebanyak 8 ( delapan) kasus sedangkan pada 
tahun 2014 naik cukup tinggi yaitu sekitar 21 kasus.8 
                                                          




Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka perbuatan pencurian kekerasan 
terhadap minimarket Alfamart dan Indomart terjadi peningkatan yang cukup tinggi, 
mengapa timbul kejadian pencurian dengan kekerasan yang meningkat pada tahun 
2014, hal ini sebagaian disebabkan adanya potensi yang menimbulkan niat para 
pelaku kejahatan untuk melakukan pencurian tersebut berkembang, hal tersebut 
terjadi karena banyaknya peluang untuk melakukan pencurian karena terjadi 
peningkatan munculnya beberapa Alfamart dan Indomart yang baru di sepanjang 
jalan protokol atau jalan raya dan membuka usahanya selama 24 jam. Dari kenaikan 
kejadian yang cukup tinggi tersebut baik secara kuantitas atau jumlah kejadian pada 
tahun 2013 sebanyak 8 (delapan) kasus menjadi 21 (dua puluh satu) kasus pada tahun 
2014, dan secara kualitas atau mutu cara melakukan pencurian dengan kekerasan 
terjadi peningkatan yang awalnya pada tahun 2013 hanya menggunakan tangan 
kosong dan senjata tajam, terjadi peningkatan kualitas dalam melakukan pencurian 
dengan cara menggunakan senjata api untuk mempermudah, mengancam, bahkan 
melukai karyawan minimarket Alfamart atau Indomart dengan menggunakan senjata 
api. 
Terjadinya peningkatan kualitas dari cara pelaku menggunakan senjata tajam 
berkembang pelaku menggunakan senjata api di mulai sejak Januari 2014 dan 
terakhir dari data tersebut terjadi pada bulan Oktober 2014. Dari data tersebut dapat 
diketahui bahwa rata-rata kejadian pada tahun 2014 hampir tiap bulan terjadi 
pencurian dengan kekerasan terhadap minimarket alfamart dan indomart. Sehingga 
perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas polres malang khususnya 
satuan reskrim untuk meminimalisir kejadian yang membuat resah baik itu pelaku 
usaha, karyaman dan konsumen sehingga tercipta suasana aman tertib dan nyaman 
pada lingkungan masyarakat di wilayah hukum polres malang. Kemudian modus 
operandi pada tahun 2014 tiap bulan berbeda, rata-rata modus menggunakan senjata 
tajam sangat dominan sepanjang tahun 2014 dan bulan oktober modus yang paling 
banyak digunakan adalah senjata api sebanyak 4 (empat) kasus,secara kuantitas 
terjadi peningkatan yang sangat tinggi dibanding tahun 2013 sebanyak 8 (delapan 
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kasus) dan secara kualitas terjadi peningkatan modus operandi pada bulan oktober 
2014 sebanyak 4 (empat) kasus menggunakan senjata api. Terjadi kemajuan modus 
operandi yang awalnya menggunakan senjata tajam semacam celurit, golok ,dan 
linggis berkembang seiring upaya selangkah lebih maju dari para pelaku untuk 
melakukan aksinya menggunakan senjata api.  
Dan kejadian pencurian kekerasan tersebut terjadi pada jam mendekati   
kegiatan masyarakat akan beristirahat yaitu jam 21.00 – 00.00 terjadi sebanyak 3 
(tiga) kasus, dan pada saat jam sibuk lalulintas kegiatan masyarakat dari jam 06,00 
21.00 tidak terjadi kejahatan tersebut. Dari data tersebut dapat dianalisa bahwa pelaku 
memanfaatkan waktu yang aman bagi dirinya untuk melakukan kejahatan pada saat 
dini hari dan kondisi masyarakat minim kegiatan atau saat istirahat serta kondisi 
penjaga Alfamart dan Indomart sudah tidak dalam keadaan siaga. Berdasarkan kajian 
waktu kejadian tersebut diatas akan dijadikan bekal anggota Polri dalam menyusun 
rencana kegiatan dalam menanggulangi terjadi pencurian kekerasan di Alfamart dan 
Indomart, baik dalam melakukan Patroli dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan 
maupun dalam rangka represif penindakan khususnya dalam tertangkap tangan, 
dengan cara penempatan personil Polri di tempat minimarket Alfamart dan Indomart 
pada jam-jam rawan terjadi kejahatan tersebut. 
 
E. Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan 
Kekerasan di Minimarket di Wilayah Hukum Polres Malang 
Upaya-upaya yang dilakukan polres malang dalam hal pencegahan yakni upaya 
preventif dan upaya represif. Pengertian upaya preventif ialah upaya pencegahan 
kejahatan yang pertama kali diharapkan agar tidak terjadi kejahatan. Adapun 
beberapa upaya preventif yang dilakukan oleh polres malang untuk menanggulangi 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan di minimarket sebagai berikut9: 
                                                          
9Hasil Wawancara dengan Bripka Joko Trilaksono SH, pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 
2015 pukul 11.00 WIB. 
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1. Polri dalam hal ini Polres Malang mengundang para pelaku usaha 
minimarket alfamart dan indomaret untuk bersama-sama melakukan rapat 
koordinasi sebagai upaya pencegahan diantaranya dengan : 
A.  Membatasi jam buka. 
B. Penggunaan Satpam.. 
C. Pemasangan CCTV.  
D. Menutup dan kunci pintu diatas jam 12 malam. 
E. Membuka jaket pelindung kepala (helm,kacamata,topi) 
1) Patroli dialogis . 
a. Pemasangan spanduk himbauan Kamtibmas 
b. Komunikasi dengan warga sekitar minimarket 
c. Penempatan personil di minimarket yang dianggap rawan. 
d. Koordinasi dengan Pamswakarsa. 
Selain upaya pencegahan secara preventif Polres Malang juga melakukan 
secara represif. Upaya represif ialah upaya penanggulangan secara konsepsional 
setelah terjadinya kejahatan. Beberapa upaya represif polres malang dalam 
menanggulangi pencurian dengan kekerasan di minimarket sebagai berikut10: 
1. Koordinasi dengan polres lain. 
2. Analisa data residivis.  
3. Bentuk tim khusus. 
4. Analisis dan evaluasi tiap kejadian.  
5. Under cover (penyamaran). 
F. Kendala yang Dihadapi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian 
Dengan Kekerasan di Minimarket di Wilayah Hukum Polres Malang 
Polri dalam melaksanakan tugasnya untuk memberantas tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan di minimarket terdapat kendala-kendala yang 
menghambat kinerja penyidik  untuk mencapai hasil maksimal dalam mencegah dan 
memberantas pencurian di minimarket. Beberapa kendala yang dihadapi berasal dari 
                                                          
10Hasil Wawancara dengan Briptu Joko Trilaksono SH, pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 
2015 pukul 11.15 WIB  
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faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari Polri itu 
sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar Polri baik itu 
dari Pemerintah, masyarakat maupun pihak pelaku usaha minimarket. 
Faktor internal yaitu antara lain11: 
1. Kurangnya jumlah personil Polri.  
2. Kemampuan Polri dalam menganalisa suatu kasus masih kurang. 
3. Data identias para pelaku pencurian di minimarket belum ada. 
4. Kurangnya koordinasi antar instansi Polri dan Pemerintah Daerah terkait 
pengamanan minimarket. 
Faktor Eksternal yaitu antara lain12: 
1. Luasnya wilayah Kabupaten Malang. 
2. Banyaknya minimarket yang buka 24 jam.  
3. Tidak adanya petugas keamanan (security). 
4. Lokasi minimarket yang stategis memudahkan pelaku kabur setelah 
menjalankan aksinya. 
5. Kurang optimalnya kualitas CCTV sehingga sulit dalam membantu proses 
identifikasi. 
 
G. Upaya yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Kendala yang Dihadapi 
dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di 
Minimarket. 
Setelah  mengulas berbagai kendala yang dihadapi dalam rangka 
penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di minimarket, 
perlu diketahui pula upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk 
menanggulangi kendala-kendala tersebut. Upaya tersebut dibagi menjadi dua 
sesuai kendala yang dihadapi baik dari faktor internal maupun eksternal. 
                                                          
11Hasil Wawancara dengan Aiptu M. Anwar pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2015 pukul 
12.00 WIB.   
12Hasil Wawancara dengan Aiptu M. Anwar pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2015 pukul 
12.10 WIB.    
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Upaya untuk menanggulangi kendala dari faktor internal yaitu antara lain13: 
1. Menambah jumlah anggota Polri di daerah rawan. 
2. Meningkatkan kualitas penyidik dalam mengungkap kejadian pencurian 
yang terjadi. 
3. Melakukan kerjasama dengan Polres wilayah lain dan Polda terkait data 
indentitas pelaku pencurian di minimarket. 
4. Meningkatkan koordinasi antara Polri dengan Pemerintah Daerah terkait 
pengamanan minimarket. 
Upaya untuk menanggulangi kendala dari faktor eksternal yaitu antara lain14: 
1. Pembagian Polsek secara merata di tiap Polres. 
2. Pemerintah membatasi jam buka minimarket 24 jam. 
3. Mewajibkan pengelola minimarket untuk menyiapkan security ditiap tiap 
minimarket. 
4. Melakukan razia dan patroli dititik-titik rawan kejahatan. 
5. Mengirim rekaman CCTV ke Laboratorium Forensik Polda untuk 
dianalisa lebih lanjut. 
 




1. Upaya yang dilakukan Satuan Reskrim Polres Malang antara lain dengan upaya 
preventif dan upaya represif. Upaya preventif antara lain Polri mengundang para 
pelaku usaha minimarket melakukan rapat koordinasi, penggunaan satuan 
pengamananan, pemasangan CCTV, menutup dan mengunci pintu minimarket 
                                                          
13Hasil Wawancara dengan Aiptu Ifan Eko Pramono pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2015 
pukul 14.00 WIB.  
14 Hasil Wawancara dengan Aiptu Ifan Eko Pramono pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2015 
pukul 14.20 WIB. 
15 
 
diatas jam 12 malam, membuka jaket dan pelindung kepala bagi konsumen, 
melakukan patroli dialogis, pemasangan spanduk himbauan Kamtibmas, 
komunikasi dengan warga sekitar minimarket, penempatan personel di 
minimarket yang dianggap rawan, dan melakukan koordinasi dengan 
Pamswakarsa. Upaya represif yaitu koordinasi dengan Polres lain, melakukan 
analisa data residivis, membentuk tim khusus guna mengungkap, melakukan 
analisis dan evaluasi tiap kejadian yang terjadi, Under cover atau penyamaran. 
2. Kendala yang dihadapi Satuan Reskrim Polres Malang dalam menanggulangi 
tindak pidana pencurian dalam kekerasan di minimarket. Faktor Internal antara 
lain kurangnya jumlah personel Polri, kemampuan Polri dalam menganalisis 
dalam suatu kasus masih kurang, data identitas para pelaku pencurian di 
minimarket belum ada, kurangnya koordinasi antar instansi Polri dan Pemerintah 
Daerah terkait pengamanan minimarket. Sedangkan kendala Faktor Eksternal 
antara lain luasnya wilayah Kabupaten Malang, banyaknya minimarket yang 
buka 24 jam, tidak adanya petugas keamanan di tiap minimarket, lokasi 
minimarket yang strategis memudahkan pelaku kabur setelah melakukan aksinya 
dan kurang optimalnya kualitas CCTV sehingga sulit dalam proses identifikasi 
oleh penyidik. 
3. Upaya yang dilakukan Satuan Reskrim Polres Malang untuk menanggulangi 
kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan di minimarket dari Faktor Internal yaitu menambah jumlah anggota 
Polri di daerah rawan, meningkatkan kualitas penyidik dalam mengungkap 
kejadian pencurian yang terjadi, melakukan kerjasama dengan Polres wilayah lain 
dan Polda Jawa Timur terkait data identitas pelaku di minimarket dan 
meningkatkan koordinasi antara Polri dengan Pemerintah Daerah terkait 
pengamanan minimarket, sedangkan upaya menanggulangi dari Faktor Eksternal 
antara lain pembagian Polsek secara merata di setiap Polres, Pemerintah Daerah 
membatasi jam buka minimarket 24 jam, mewajibkan pengelola minimarket 
menyediakan satuan pengamanan di tiap minimarket, melakukan razia dan patroli 
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dititik rawan kejahatan dan mengirim rekaman CCTV ke Laboratorium Forensik 
Polda Jawa Timur untuk dapat dianalisan lebih lanjut.    
 
 
A. SARAN  
1. Bagi Kepolisian diharapkan terus mrningkatkan kinerja untuk mengungkap 
kasus dan menekan angka pencurian dengan kekerasan di minimrket. 
2. Bagi Pemerintah diharapkan senantiasa mengawasi jalannya ijin usaha jam 
operasional bagi pelaku usaha dan apabila melanggar wajib dikenai sanksi 
administrasi. 
3. Bagi Pelaku Usaha diharapkan lebih memperhatikan keamanan terhadap 
karyawan dan konsumen saat melakukan jual beli di minimarket. 
4. Bagi Masyarakat diharapkan senantiasa waspada saat berbelanja dan 
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